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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 82 karyawan UPT 

Kemendikbud “X” Cimahi, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

a. 53,7% karyawan UPT Kemendikbud “X” Cimahi dinyatakan not ready untuk 

menghadapi perubahan. 

b. Kelompok masa kerja 15 sampai 24 tahun merupakan kelompok masa kerja yang 

paling ready untuk menghadapi perubahan. 

c. Karyawan yang not ready dengan derajat dimensi Appropriateness, Management 

Support, Change Efficacy, dan Personal Valence yang tinggi lebih banyak terdapat 

pada Departemen Elektronika dan Informatika dan Departemen Mesin. 

d. Karyawan yang not ready dengan derajat dimensi Appropriateness, Management 

Support, Change Efficacy, dan Personal Valence yang tinggi, rata-rata berada pada 

rentang usia 40 sampai 50 tahun. 

e. Karyawan yang not ready memiliki derajat yang rendah pada dimensi Personal 

Valence 

f. Karyawan yang ready memiliki derajat yang tinggi pada dimensi Appropriateness, 

Management Support, dan Change Efficacy. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoretis 

a. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengolah lebih lanjut data 

sosidemografis, sehingga didapatkan hasil yang lebih mendalam mengenai 

keterkaitan antara data sosidemografis dengan readiness for change. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengolah karakteristik individu untuk 

melihat keterkaitannya dengan readiness for change. 

c. Bagi peneliti selajutnya, disarankan untuk melakukan penelitian pada beberapa 

UPT Kemendikbud lain yang juga sedang bergerak menuju Zona Integritas 

Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), untuk melihat secara keseluruhan 

kesiapan Kemendikbud melakukan perubahan menuju Reformasi Birokrasi. 

5.2.2 Saran Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh: 

a. Pihak UPT Kemendikbud “X” Cimahi untuk membuat program sosialisasi lebih 

lanjut terkait pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), khususnya kepada 

Departemen Elektronikka dan Informatika dan Departemen Mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


